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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Kuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa
perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai asumsi
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan
atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja
daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan
dalam KUA. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya beberapa
perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah seperti yang telah
tersusun dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2023, maka perlu disusun Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun 2023. Perubahan
PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a) Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan

pilihan;

b) Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan

c) Menyusun plafon anggaran sementara (pagu indikatif) untuk

masing-masing program.

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) APBD tahun 2023 mengacu pada Perubahan Kebijakan Umum
APBD (P-KUA) tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan bahan
pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam
bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Kabupaten Padang Pariaman
tahun 2023. Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) tahun 2023
disusun mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(P-RKPD) Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD
tahun 2023 merupakan kebijakan politik bersama pemerintah daerah.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD tahun 2023
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yang sudah disepakati tersebut selanjutnya dijadikam.pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) pada masing-
masing Organisasi Perangkat Daerah.

Perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria
sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan

Umum APBD;

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan
dan antar jenis belanja;

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

1.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun 2023 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan
pembangunan dan perencanaan anggaran yang dapat dijadikan acuan
bagi setiap Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dalam
menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan
kegiatan yang akan dilaksanakannya, mengakomodasi perubahan
kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester
pertama Tahun 2023, serta mengantisipasi perkembangan yang akan
terjadi  sampai dengan  akhir tahun = anggaran, dengan
memertimbangkan sumber dana dari anggaran daerah.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah
rancangan program/kegiatan prioritas dan plafon anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKPA-Perangkat Daerah sebelum disepakati
DPRD. Tujuan dari penyusunan Perubahan PPAS adalah memberikan
pedoman kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja dan Perubahan
Anggaran (RKPA) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang
dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (P-APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023.
Perubahan PPAS menjadi dasar acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Perubahan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah serta Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
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1.3 Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023 (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022
Nomor 215);
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun-2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indoensia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, @ Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 972);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutkahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Noomor 7 Tahun

2008);
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.Nemor 2 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 20210 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016
Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun
2022 Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8);

20. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 51 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2022.
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BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam perencanaan
pendapatan daerah untuk Perubahan PPAS tahun 2023 pada prinsipnya
tetap mengacu pada kebijakan APBD 2023. Perubahan pendapatan terjadi
karena adanya penyesuaian target pendapatan daerah sehubungan dengan
perkembangan realisasi penerimaan pendapatan.

Berdasarkan pada kebijakan penerimaan pendapatan daerah dalam
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun
2023, pendapatan daerah tahun anggaran 2023 secara total masih
diperkirakan ada kenaikan sangat tipis dari target pendapatan daerah pada
APBD murni tahun 2023. Peningkatan Pendapatan ini terjadi pada kelompok
Pendapatan Transfer.

Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun 2023 dibandingkan
dengan APBD Murni Tahun 2023, turun sebesar Rp10.785.662.000 yaitu
dari Rpl.391.725.837.012 menjadi Rpl1.380.940.175.012. Penurunan
tersebut akibat penyesuaian dari Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik,
Penyesuaian PAD dan pengurangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
yang merupakan Pendapatan Hibah dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen-komponen : Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan
Asli Daerah diasumsikan naik dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran
2023. Dari empat komponen pembentukan PAD hampir semua mengalami
kenaikan dan hanya komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
diasumsikan sama dengan APBD murni Tahun 2023.

Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan
Transfer Antar Daerah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar
Pemerintah Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana
Perimbangan (meliputi Dana Transfer Umum: DBH Pajak/Bukan Pajak dan
DAU, dan Dana Transfer Khusus: DAK Fisik dan DAK Non Fisik), Dana
Insentif Daerah (DID), serta Dana Desa yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka  pelaksanaan

desentralisasi.
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Sedangkan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pefidapatan Bagi Hasil
(Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi) dan Bantuan Keuangan (meliputi
Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi).

Pendapatan Transfer pada APBD Murni Tahun 2023 sebesar
Rp1.233.613.666.812 diproyeksikan naik sebesar Rp138.338.000 sehingga
pada Perubahan PPAS Tahun 2023 menjadi sebesar Rp1.233.752.004.812.
Nilai ini bersumber pada penyesuaian Dana Alokasi Khusus dan
Penambahan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari: Pendapatan Hibah
dari Pemerintah dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya.
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Murni Tahun 2023
diprediksikan turun sebesar Rp15.000.000.000 dibandingkan dengan
Perubahan PPAS Tahun 2023, sehingga menjadi sebesar Rp500.000.000.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)
Tahun 2022 audited sebesar Rp78.763.409.395. Sehingga total penerimaan
pembiayaan daerah direncanakan pada perubahan PPAS Tahun 2023 adalah
Rp78.763.409.395.

Pada Lampiran / Tabel 2.1 berikut disajikan Target Perubahan
Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang

Pariaman Tahun 2023.
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LAMPIRAN 2.1

TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023



Tahun Anggaran 2023

Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kode

Uraian

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

Bertambah/(Berkurang)

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

41 | oap) 142.612.170.200 | 146.688.170.200 4.076.000.000

4.1.01 | Pajak Daerah 65.950.000.000 66.950.000.000 1.000.000.000

4.1.02 | Retribusi Daerah 3.130.000.000 4.130.000.000 1.000.000.000

4.1.,03 | Has!l Pengelolaan Kekayaan Daerah 8.630.000.000 8.630.000.000 0
yang Dipisahkan

4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah 64.902.170.200 66.978.170.200 2.076.000.000

42 | PENDAPATAN TRANSFER 1.233.613.666.812 | 1.233.752.004.812 138.338.000
Pendapatan Transfer Pemerintah

42.01 Pizatapa an franster Femerinta 1179.375.232.000 | 1.179.213.570.000 (161.662.000)

4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah 54.238.434.812 54.538.434.812 300.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN

43 | Dareal A e cats 15.500.000.000 500.000.000 (15.000.000.000)

43.01 | Pendapatan Hibah 15.500.000.000 500.000.000 (15.000.000.000)

JUMLAH PENDAPATAN | 1.391.725.837.012 | 1.380.940.175.012 (10.785.662.000)

6 PEMBIAYAAN

6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN 151.602.909.712 |  78.763.409.395 (72.839.500.317)
Sisa Lebih Perhit A

6.1.01 | >3 -EDIh rerhitungan Ahggaran 151.602.909.712 78.763.409.395 (72.839.500.317)

Tahun Sebelumnya

JUMLAH PENERIMAAN
PEMBIAYAAN

151.602.909.712

78.763.409.395

(72.839.500.317)

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH

1.543.328.746.724

1.459.703.584.407

(83.625.162.317)




BAB III
PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dan prioritas pembangunan
maka kebijakan pendanaan pembangunan diupayakan agar lebih
transparan, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Kebijakan
belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi
program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama
selanjutnya dilakukan pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan
dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua.

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 pada dasarnya
merupakan rumusan prospektif dan direktif-indikatif bagi kebijakan
pembangunan daerah berdasarkan permasalahan-permasalahan prioritas
dan isu strategis pada tahun bersangkutan. Dalam perkembangannya,
terjadi perubahan kondisi dan permasalahan sampai dengan semester
pertama Tahun 2023, serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi
sampai dengan akhir tahun anggaran dengan memertimbangkan kebutuhan
belanja daerah, maka perubahan prioritas belanja daerah tahun 2023
dimungkinkan dalam Perubahan APBD tahun 2023.

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja
modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan
pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang
memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran
anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan
pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja
Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Desa.

1. Belanja Operasi

Belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat

jangka pendek, Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:
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a. Belanja Pegawai,
Digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah,
pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

b. Belanja Barang dan Jasa
Digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk
barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pihak ketiga.

c. Belanja Hibah,
Digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada
pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha
milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia, yang secara spesifik telah  ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,
serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

d. Belanja Bantuan Sosial.
Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang
dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan

tertentu dapat berkelanjutan.

Jumlah belanja operasi pada APBD Murni Tahun 2023 sebesar
Rp1.198.725.893.394 sedangkan pada Perubahan APBD Tahun
2023 menjadi sebesar Rpl.172.389.878.276 atau turun sebesar
Rp26.336.015.118.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih
dari satu periode akutansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja
prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran daerah tahun 2023.
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Adapun Belanja Modal terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah
Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran yang
dilakukan wuntuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan
penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan,
perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah
serta  pengeluaran-pengeluaran lain  yang bersifat
administratif sehubungan dengan perolehan hak dan
kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran
ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai
(swakelola/ kontraktual). Pencatatan tersebut berupabelanja
modal tanah persil, belanja modal tanah non persil, dan
belanja modal lapangan.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin
yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain
biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta
biaya langsung lainnya untuk  memperoleh dan
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap
digunakan.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Digunakan untuk mencatat belanja modal bangunan gedung
tempat kerja, belanja modal bangunan gedung tempat
tinggal, belanja modal bangunan menara, dan belanja modal
tugu titik kontrol/pasti.

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Digunakan untuk mencatat memperoleh jalan, jaringan dan
irigasi sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau
biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan
sampai jalan, jaringan dan irigasi tersebut siap pakai.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran
untuk perolehan/pengadaan selain belanja modal yang
tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih

dari satu periode akuntansi.
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Belanja modal pada Perubahan PPAS Tahun=2023 mengalami
kenaikan sebesar Rp55.830.413.803 yaitu dari Rp158.542.343.430
menjadi Rp214.372.757.233. Kenaikan ini disebabkan adanya
kenaikan belanja modal peralan dan mesin, belanja modal gedung
dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, Belanja
Modal Aset Tetap Lainnya serta mengakomodir utang belanja modal
berdasarkan laporan hasil audit BPK tahun anggaran 2022.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas
Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada Perubahan
PPAS Tahun 2023, jumlah Belanja tidak terduga mengalami
kenaikan sebesar Rp500.000.000 sehingga menjadi
Rp8.000.000.000.

4. Belanja Transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan /atau dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Adapun Belanja
Transfer terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Bagi Hasil
Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari
pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya
dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa
berupa belanja bagi hasil pajak daerah maupun belanja bagi
hasil retribusi daerah kepada pemerintahan kabupaten
lainnya.
b. Belanja Bantuan Keuangan
Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa bantuan
keuangan yang diberikan kepada Daerah lain dalam rangka
kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan

keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Belanja Transfer pada Perubahan PPAS Tahun 2023 mengalami
kenaikan sebesar Rp16.304.462.971 yaitu dari Rp163.560.509.900 menjadi
Rp179.864.972.871. Kenaikan ini disebabkan penambahan utang belanja
bagi hasil dan pemenuhan alokasi dana desa/nagari pada Perubahan PPAS

Tahun 2023.
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Berikut secara rinci disampaikan Perubahan"wPlafen.__Anggaran
Sementara Per SKPD sebagaimana tercantum pada lampiran :

1. Tabel 3.1 Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Per
SKPD Tahun Anggaran 2023.

2. Tabel 3.2 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023.

3. Tabel 3.3 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja
Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2023.

4. Tabel 3.4 Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator
Kinerja Tahun Anggaran 2023.
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LAMPIRAN 3.1

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2023



PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

Plafon Anggaran
No Urusan/SKPD Sebelum Sesudah B::Ia(::::z/ Ket
1 2 3 4 5 6

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 :E:;?D'\:KT;;AERINTAHAN BIDANG 579.125.864.233 | 609.030.867.640 | 29.905.003.407
3 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN [ 579.125.864.233 | 609.030.867.640 29.905.003.407
4 EE{Sl:ESl-IAAh;::lMERINTAHAN BIDANG 262.320.200.432 | 265.004.184.993 2.683.984.561
5 DINAS KESEHATAN 150.437.411.897 | 149.871.028.516 (566.383.381)
6 UPTD Puskesmas Sungai Geringging 1.894.296.000 1.990.538.450 96.242.450
7 UPTD Puskesmas Koto Bangko 1.261.295.000 1.354.541.700 93.246.700
8 UPTD Puskesmas Batu Basa 2.426.620.000 2.733.135.450 306.515.450
9 UPTD Puskesmas Ampalu 1.410.176.000 1.475.279.700 65.103.700
10 | UPTD Puskesmas Sungai Limau 3.112.527.000 3.293.526.450 180.999.450
11 | UPTD Puskesmas Kampung Dalam 1.463.655.000 1.590.370.450 126.715.450
12 | UPTD Puskesmas Sikucur 1.187.105.000 1.121.781.700 (65.323.300)
13 [ UPTD Puskesmas Ulakan 2.005.732.000 2.161.977.700 156.245.700
14 | UPTD Puskesmas Padang Alai 889.134.000 958.851.700 69.717.700
15 [ UPTD Puskesmas Pauh Kambar 2.614.366.000 2.701.837.450 87.471.450
16 | UPTD Puskesmas Gasan Gadang 1.361.440.000 1.595.726.700 234.286.700
17 | UPTD Puskesmas Sungai Sariak 2.137.519.000 2.368.299.450 230.780.450
18 | UPTD Puskesmas Kayu Tanam 1.636.076.000 1.872.842.450 236.766.450
19 [ UPTD Puskesmas Padang Sago 1.119.395.000 1.333.773.700 214.378.700
20 | UPTD Puskesmas Sikabu 1.204.872.500 1.289.421.950 84.549.450
21 | UPTD Puskesmas Lubuk Alung 2.680.847.317 2.821.257.168 140.409.851
22 | UPTD Puskesmas Enam Lingkung 1.930.668.000 2.087.247.700 156.579.700
23 [ UPTD Puskesmas Kampung Guci 1.126.629.000 1.213.826.700 87.197.700
24 [ UPTD Puskesmas Anduring 1.250.126.000 1.439.767.900 189.641.900
25 [ UPTD Puskesmas Sintuk 2.002.085.000 2.087.717.700 85.632.700
26 | UPTD Puskesmas Kataping 1.433.145.000 1.524.337.700 91.192.700
27 | UPTD Puskesmas Limau Purut 1.189.893.000 1.332.173.700 142.280.700
28 | UPTD Puskesmas Sicincin 1.877.481.103 2.103.935.280 226.454.177
29 | UPTD Puskesmas Pasar Usang 2.689.363.000 2.896.429.450 207.066.450
30 [ UPTD Puskesmas Patamuan 1.756.968.000 1.918.493.700 161.525.700
31 [ UPTD LABKESDA 375.000.000 375.000.000 0
32 [ UPTD IFK 375.000.000 375.000.000 0
33 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 67.471.374.615 67.116.064.479 (355.310.136)

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
34 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN | 178.228.944.853 | 169.419.467.450 | (8.809.477.403)
RUANG
35 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 178.228.944.853 | 169.419.467.450 (8.809.477.403)

PENATAAN RUANG




PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

Plafon Anggaran
No Urusan/SKPD Ket
Sebelum Sesudah Bertambah/
Berkurang
1 2 3 4 5 6

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

36 | PERUMAHAN DAN KAWASAN 1.075.974.481 425.000.000 (650.974.481)
PERMUKIMAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

37 | PERUMAHAN, KAWASAN 1.075.974.481 425.000.000 (650.974.481)
PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

38 UMUM SERTA PERLINDUNGAN 48.496.983.609 | 46.299.448.132 | (2.197.535.477)
MASYARAKAT
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

39 DAN PEMADAM KEBAKARAN 11.877.881.465 10.642.492.716 (1.235.388.749)
BADAN PENAN LANGAN BENCANA

40 GGu G ¢ 36.619.102.144 35.656.955.416 (962.146.728)
DAERAH

41 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 5.034.306.150 5.818.542.488 784.236.338
SOSIAL
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

42 | PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 5.034.306.150 5.818.542.488 784.236.338
ANAK

43 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

44 TENAGA KERJA 203.240.938 357.647.950 154.407.012
DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA,

45 | KOPERASI DAN USAHA KECIL 203.240.938 357.647.950 154.407.012
MENENGAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

46 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 629.826.890 1.875.967.460 1.246.140.570
PERLINDUNGAN ANAK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

47 | PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 629.826.890 1.875.967.460 1.246.140.570
ANAK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

48 PANGAN 741.015.750 97.000.000 (644.015.750)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN

49 PANGAN 741.015.750 97.000.000 (644.015.750)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

50 PERTANAHAN 2.100.000.000 500.000.000 | (1.600.000.000)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

51 | PERUMAHAN, KAWASAN 2.100.000.000 500.000.000 (1.600.000.000)
PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

52 LINGKUNGAN HIDUP 6.473.023.749 8.080.285.925 1.607.262.176
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

53 | PERUMAHAN, KAWASAN 6.473.023.749 8.080.285.925 1.607.262.176
PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

54 [ ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 5.926.376.737 6.059.806.826 133.430.089
DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN

55 PENCATATAN SIPIL 5.926.376.737 6.059.806.826 133.430.089

56 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 5.913.484.109 4.683.585.781 | (1.229.898.328)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN




PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

Plafon Anggaran
No Urusan/SKPD Ket
Sebelum Sesudah Bertambah/
Berkurang
1 2 3 4 5 6

DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

57 DAN DESA 5.913.484.109 4.683.585.781 (1.229.898.328)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

58 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 11.421.898.635 | 12.464.327.934 1.042.429.299
KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

59 DAN KELUARGA BERENCANA 11.421.898.635 12.464.327.934 1.042.429.299
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

60 PERHUBUNGAN 19.865.595.767 | 18.946.786.059 (918.809.708)

61 | DINAS PERHUBUNGAN 19.865.595.767 18.946.786.059 (918.809.708)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

62 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.040.444.343 7.648.616.568 (391.827.775)
DINAS KOMUNIKASI DAN

63 INFORMATIKA 8.040.444.343 7.648.616.568 (391.827.775)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

64 | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN 1.378.075.350 730.941.000 (647.134.350)
MENENGAH
DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA,

65 | KOPERASI DAN USAHA KECIL 1.378.075.350 730.941.000 (647.134.350)
MENENGAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

66 PENANAMAN MODAL 5.349.125.831 4.797.911.508 (551.214.323)
DINAS PENANAMAN MODAL,

67 | PELAYANAN TERPADU DAN 5.349.125.831 4.797.911.508 (551.214.323)
PERINDUSTRIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

68 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.614.011.000 | 15.366.284.090 | 11.752.273.090
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN

69 OLAH RAGA 3.614.011.000 15.366.284.090 11.752.273.090
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

70 STATISTIK 28.600.000 28.600.000 0
DINAS KOMUNIKASI DAN

71 INFORMATIKA 28.600.000 28.600.000 0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

72 PERSANDIAN 38.114.000 38.114.000 0
DINAS KOMUNIKASI DAN

73 INFORMATIKA 38.114.000 38.114.000 0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

74 KEBUDAYAAN 1.347.206.000 1.669.961.363 322.755.363

75 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.347.206.000 1.669.961.363 322.755.363
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

76 PERPUSTAKAAN 217.808.505 2.457.000.000 2.239.191.495
DINAS KEARSIPAN DAN

77 PERPUSTAKAAN 217.808.505 2.457.000.000 2.239.191.495
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

78 KEARSIPAN 4.448.951.207 4.023.654.490 (425.296.717)

79 DINAS KEARSIPAN DAN 4.448.951.207 4.023.654.490 (425.296.717)

PERPUSTAKAAN




PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

Plafon Anggaran

No Urusan/SKPD Ket
Sebelum Sesudah Bertambah/
Berkurang
1 2 3 4 5 6

80 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

81 KELAUTAN DAN PERIKANAN 8.089.498.528 6.541.768.118 | (1.547.730.410)

82 | DINAS PERIKANAN 8.089.498.528 6.541.768.118 (1.547.730.410)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

83 PARIWISATA 6.914.746.307 6.249.494.354 (665.251.953)
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN

84 OLAH RAGA 6.914.746.307 6.249.494.354 (665.251.953)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

85 PERTANIAN 37.333.352.999 | 32.332.322.924 | (5.001.030.075)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN

86 PANGAN 27.777.993.656 24.758.812.344 (3.019.181.312)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN

87 > > 9.555.359.343 7.573.510.580 (1.981.848.763)
HEWAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

88 PERDAGANGAN 7.518.633.847 6.749.371.803 (769.262.044)
DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA,

89 | KOPERASI DAN USAHA KECIL 7.518.633.847 6.749.371.803 (769.262.044)
MENENGAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

20 PERINDUSTRIAN 60.000.000 1.328.321.270 1.268.321.270
DINAS PENANAMAN MODAL,

91 | PELAYANAN TERPADU DAN 60.000.000 1.328.321.270 1.268.321.270
PERINDUSTRIAN

92 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

93 | SEKRETARIAT DAERAH 38.774.996.376 | 43.251.499.408 4.476.503.032

94 | SEKRETARIAT DAERAH 38.774.996.376 43.251.499.408 4.476.503.032

95 | SEKRETARIAT DPRD 44.570.688.185 | 41.786.584.867 | (2.784.103.318)

96 | SEKRETARIAT DPRD 44.570.688.185 41.786.584.867 (2.784.103.318)

97 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

98 | PERENCANAAN 5.671.635.355 5.475.564.945 (196.070.410)
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN

99 DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.671.635.355 5.475.564.945 (196.070.410)

100 | KEUANGAN 191.208.161.657 | 206.512.623.628 | 15.304.461.971

101 BADAN PENGELOLA KEUANGAN 191.208.161.657 | 206.512.623.628 15.304.461.971
DAERAH

102 | KEPEGAWAIAN 13.076.898.501 ( 12.885.012.227 (191.886.274)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN

103 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 13.076.898.501 12.885.012.227 (191.886.274)
MANUSIA

104 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 245.333.737 46.542.800 (198.790.937)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN

105 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 245.333.737 46.542.800 (198.790.937)
MANUSIA

106 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 258.436.000 1.500.000.000 1.241.564.000

107 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN 258.436.000 1.500.000.000 1.241.564.000

DAN PENGEMBANGAN DAERAH




PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

Plafon Anggaran

No Urusan/SKPD Ket
Sebelum Sesudah Bertambah/
Berkurang
1 2 3 4 5 6

108 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

109 | INSPEKTORAT DAERAH 7.722.500.245 7.825.767.799 103.267.554

110 | INSPEKTORAT DAERAH 7.722.500.245 7.825.767.799 103.267.554

111 | UNSUR KEWILAYAHAN

112 | KECAMATAN 12.503.297.174 | 12.709.484.507 206.187.333
PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM

113 LINGKUNG 740.223.237 728.851.810 (11.371.427)

114 PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU 690.087.447 768.028.546 77.941.099
TANAM

115 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG 715.260.742 682.854.186 (32.406.556)
GASAN

116 ZEN'\XFRINTAH KECAMATAN BATANG 845.436.971 865.472.328 20.035.357
PEMERINTAH KECAMATAN ENAM

117 LINGKUNG 717.170.587 712.099.657 (5.070.930)
PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO

118 AUR MALINTANG 766.626.338 762.687.679 (3.938.659)
PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK

119 C UBU 846.209.826 831.605.675 (14.604.151)
ALUNG
PEMERINTAH KECAMATAN NAN

120 655.544.826 689.029.441 33.484.615
SABARIS

121 PEMERINTAH KECAMATAN PADANG 615.201.833 647.918.347 32.716.514
SAGO

122 | PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN 695.580.337 695.576.096 (4.241)
PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI

123 GERINGGING 786.362.957 862.727.493 76.364.536
PEMERINTAH KECAMATAN NGAI

124 C SUNG 827.657.707 801.913.808 (25.743.899)
LIMAU
PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK

125 TOBOH GADANG 702.132.626 699.324.211 (2.808.415)

126 PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN 675.925.453 726.061.947 50.136.494
TAPAKIS

127 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO 662.485.645 740.077.088 77.591.443
TIMUR
PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO

128 KAMPUNG DALAM 787.000.083 731.273.597 (55.726.486)
PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI

129 C o105 774.390.559 763.982.598 (10.407.961)
SARIK

130 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

131 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.361.495.244 3.609.248.073 1.247.752.829

132 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN 2.361.495.244 3.609.248.073 1.247.752.829

POLITIK




LAMPIRAN 3.2

RINCIAN PERUBAHAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA SKPD PER
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023



Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sasaran Target Sebelum Setelah Bertambah/
Perubahan Perubahan Berkurang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.01.01 DAERAH KABUPATEN/KOTA 482,473,195,233(499,124,122,258| 16.650.927.025
1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 260,000,000 160,000,000 (100.000.000)
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat 6 Dokumen 80,000,000 70,000,000 (10.000.000)
Daerah
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
Koordinasi dan P L Capaian Kineria d SKPD dan Laporan
1.01.01.2.01.06 oordinasi dan Fenyusunan Laporan t.apaian RInerja dan | . g ko ordinasi 10 Laporan 180,000,000 90,000,000 (90.000.000)

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

1.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

479,951,341,036

498,389,432,458

18.438.091.422

Jumlah Orang
yang Menerima

1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan 3834 Orang/bulan | 479,149,705,036| 497,589,432,458| 18.439.727.422
Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan
1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi 18 Dokumen 751,636,000 800,000,000 48.364.000
Pelaksanaan Tugas
ASN
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun
101.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD fjan'Laporan Hasil 1 Laporan 50,000,000 0 (50.000.000)
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 45,060,000 10,000,000 (35.060.000)
Jumlah Dokumen
Pendataan dan
1.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengolahan 700 Dokumen 25,000,000 10,000,000 (15.000.000)
Administrasi
Kepegawaian
Jumlah Orang yang
s . . Mengikuti Bimbingan
1.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- | 1o i olementasi 10 Orang 20,060,000 0|  (20060.000)
Undangan
Peraturan Perundang-
Undangan
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90,000,000 82,000,000 (8.000.000)
Jumlah Laporan
1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan 20,000,000 12,000,000 (8.000.000)
Tamu
Jumlah Laporan
P | Rapat
1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD enyelenggaraan Rapat 1 Laporan 70,000,000 70,000,000 0
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
1.01.01.2.07 Peng‘adaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 498,513,755 0 (498.513.755)
Pemerintah Daerah
Jumlah Unit Kendaraan
1.01.012.07.01 . Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan I?lnas atau 7 Unit 468,000,000 0 (468.000.000)
Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan
Jumlah Unit Peralatan dan
1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang 13 Unit 30,513,755 0 (30.513.755)
Disediakan
1.01.01.2.08 D::;fd'“" Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 1,598,170,460|  467,089,800| (1.131.080.660)
Jumlah Laporan
1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat 1 Laporan 29,258,060 20,000,000 (9.258.060)
Menyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Komunikasi, Sumber 12 Laporan 72,450,000 72,450,000 0
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Jumlah Laporan
P di J
1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor enyediaan -asa 65 Laporan | 1,496,462,400 374,639,800| (1.121.822.600)
Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
1.01.01.2.09 Pem(:zllharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 30,109,982 15,600,000 (14.509.982)
Pemerintahan Daerah
Jumlah Kendaraan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perorangan Dinas atau
1.01.01.2.09.01  [Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan 7 Unit 9,617,000 0 (9.617.000)
Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
Jumlah Peralatan dan
1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang 7 Unit 9,992,982 10,000,000 7.018

Dipelihara




Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Sasaran

Target

Plafon Anggaran

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

Bertambah/
Berkurang

1.01.01.2.09.10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit

10,500,000

5,600,000

(4.900.000)

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

96,463,436,000

109,323,415,382

12.859.979.382

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

61,737,436,000

70,535,186,000

8.797.750.000

1.01.02.2.01.02

Penambahan Ruang Kelas Baru

Jumlah Ruang Kelas Baru
yang Bertambah

3 Ruang

150,000,000

350,000,000

200.000.000

1.01.02.2.01.06

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah yang
Telah Dibangun

43 Unit

1,062,126,000

5,528,088,000

4.465.962.000

1.01.02.2.01.08

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Jumlah Ruang Kelas yang
Direhabilitasi
Sedang/Berat

85 Ruang

1,220,949,000

4,413,737,340

3.192.788.340

1.01.02.2.01.09

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Jumlah Ruang
Guru/Kepala Sekolah/TU
yang Telah Direhabilitasi
Sedang/Berat

9 Ruang

430,000,000

430.000.000

1.01.02.2.01.11

Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Jumlah Perpustakaan
Sekolah yang Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat

1 Ruang

80,000,000

175,000,000

95.000.000

1.01.02.2.01.12

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah yang
Telah Direhabilitasi

3 Unit

275,000,000

765,000,000

490.000.000

1.01.02.2.01.14

Pengadaan Mebel Sekolah

Jumlah Mebel sekolah
yang Tersedia

20 Paket

100,000,000

425,000,000

325.000.000

1.01.02.2.01.16

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Jumlah Perlengkapan
Sekolah yang Tersedia

23 Paket

460,061,000

691,310,660

231.249.660

1.01.02.2.01.17

Pengadaan Perlengkapan Siswa

Jumlah Perlengkapan
Peserta Didik yang
Tersedia

413 Unit

180,000,000

180.000.000

1.01.02.2.01.21

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Jumlah Peserta Didik
Sekolah Menengah
Atas yang Menerima
Biaya Personil Peserta
Didik

47284 Peserta

Didik

46,663,100,000

(46.663.100.000)

1.01.02.2.01.23

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta
Didik

Jumlah Satuan Pendidikan
yang Menyelenggarakan
Proses Belajar dan Ujian

413 Satuan
Pendidikan

45,000,000

35,000,000

(10.000.000)

1.01.02.2.01.25

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Jumlah Siswa yang
Mengikuti Ajang
Kompetisi/Lomba
Akademik dan Non
Akademik

799 Peserta
Didik

125,000,000

86,000,000

(39.000.000)

1.01.02.2.01.26

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
yang Tersedia pada
Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar

2101 Orang

11,461,200,000

12,540,000,000

1.078.800.000

1.01.02.2.01.27

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi

413 Orang

40,000,000

22,000,000

(18.000.000)

1.01.02.2.01.28

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Jumlah Sekolah
Menengah Dasar yang
Dilaksanakan
Pembinaan
Kelembagaan dan
manajemen sekolah

413 Satuan
Pendidikan

55,000,000

910,050,000

855.050.000

1.01.02.2.01.29

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Jumlah Sekolah Dasar
yang Mengelola Dana
BOS

413 Satuan
Pendidikan

43,834,000,000

43.834.000.000

1.01.02.2.01.30

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah
Dasar

Jumlah Tenaga
Pengelola yang
Meningkat Kapasitasnya
dalam Pengelolaan
Dana BOS Sekolah
Dasar

200 Orang

150,000,000

150.000.000

1.01.02.2.02

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

24,316,752,000

25,712,134,782

1.395.382.782

1.01.02.2.02.02

Penambahan Ruang Kelas Baru

Jumlah Ruang Kelas Baru
yang Bertambah

1 Ruang

0

200,000,000

200.000.000

1.01.02.2.02.06

Pembangunan Laboratorium

Jumlah Ruang
Laboratorium yang Telah
Dibangun

4 Ruang

505,275,000

530,138,530

24.863.530

1.01.02.2.02.12

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah yang
Telah Dibangun

3 Unit

200,000,000

550,000,000

350.000.000




Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahun Anggaran 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Sasaran

Target

Plafon Anggaran

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

Bertambah/
Berkurang

1.01.02.2.02.14

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Jumlah Ruang kelas
sekolah yang Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat

19 Ruang

612,360,000

1,141,348,514

528.988.514

1.01.02.2.02.17

Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Jumlah Perpustakaan

Sekolah yang Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat

0 Ruang

100,000,000

100.000.000

1.01.02.2.02.18

Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium

Jumlah Laboratorium
yang Telah Direhabilitasi

Sedang/Berat

4 Ruang

150,000,000

150.000.000

1.01.02.2.02.24

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah yang

Telah Direhabilitasi
Sedang/Berat

11 Unit

435,317,000

1,633,697,738

1.198.380.738

1.01.02.2.02.25

Pengadaan Mebel Sekolah

Jumlah Mebel Sekolah

yang Tersedia

2 Paket

50,000,000

250,000,000

200.000.000

1.01.02.2.02.28

Pengadaan Perlengkapan Siswa

Jumlah Perlengkapan

Siswa yang Tersedia

62 Paket

21,390,000

21.390.000

1.01.02.2.02.32

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah
Menengah Pertama

Jumlah Peserta didik
Sekolah Menengah
Pertama yang
Menerima Biaya

Personil Peserta Didik

17184 Peserta
Didik

19,108,300,000

(19.108.300.000)

1.01.02.2.02.35

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Jumlah Alat Praktik dan

Peraga Siswa yang
Tersedia

8 Paket

50,000,000

(50.000.000)

1.01.02.2.02.36

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta
Didik

Jumlah Peserta Didik
yang Mengikuti
Proses Belajar dan
Ujian

16428 Peserta
Didik

45,000,000

35,000,000

(10.000.000)

1.01.02.2.02.37

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Satuan

Pendidikan Menengah

Pertama yang Siap
Dievaluasi dan
Melaksanakan
Rekomendasi

62 Satuan
Pendidikan

35,000,000

70,460,000

35.460.000

1.01.02.2.02.38

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Jumlah Siswa yang
Mengikuti Ajang
Kompetisi/Lomba
Akademik dan Non
Akademik

300 Peserta
Didik

660,000,000

673,250,000

13.250.000

1.01.02.2.02.39

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

yang Tersedia pada
Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah
Pertama

415 Orang

2,085,000,000

2,526,000,000

441.000.000

1.01.02.2.02.40

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan

Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi,

Peningkatan Kompetensi

dan Kualifikasi

1100 Orang

350,500,000

(350.500.000)

1.01.02.2.02.41

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Jumlah Sekolah
Menengah Pertama
yang Dilaksanakan
Pembinaan

12 Satuan
Pendidikan

180,000,000

703,850,000

523.850.000

1.01.02.2.02.42

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Sekolah
Menengah pertama

yang Mengelola Dana

BOS

62 Satuan
Pendidikan

17,028,000,000

17.028.000.000

1.01.02.2.02.43

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah
Menengah Pertama

Jumlah Tenaga yang

Meningkat Kapasitasnya

dalam Pengelolaan
Dana BOS Sekolah
Menengah Pertama

200 Orang

99,000,000

99.000.000

1.01.02.2.03

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

8,524,548,000

11,650,894,600

3.126.346.600

1.01.02.2.03.01

Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Jumlah Gedung/Ruang
Kelas/Ruang Guru PAUD
yang Telah Dibangun

3 Unit

449,348,000

860,000,000

410.652.000

1.01.02.2.03.02

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Jumlah Sarana, Prasarana
dan Utilitas PAUD yang

Telah Dibangun

1 Unit

730,000,000

1,838,348,000

1.108.348.000

1.01.02.2.03.07

Pengadaan Mebel PAUD

Jumlah Mebel PAUD
yang Tersedia

1 Paket

25,000,000

450,000,000

425.000.000

1.01.02.2.03.09

Pengadaan Perlengkapan PAUD

Jumlah perlengkapan

PAUD yang Tersedia

20 Paket

100,000,000

100.000.000

1.01.02.2.03.10

Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD

Jumlah Perlengkapan
Peserta Didik PAUD yang

Tersedia

20 Paket

66,000,000

66.000.000




Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Sasaran
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Plafon Anggaran

Setelah
Perubahan

Sebelum
Perubahan

Bertambah/
Berkurang

1.01.02.2.03.11

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

Jumlah Peserta Didik

PAUD yang Menerima
Biaya Personil Peserta
Didik

8038 Peserta Didik

4,735,200,000 0

(4.735.200.000)

1.01.02.2.03.12

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD

Jumlah Alat Praktik dan
Peraga PAUD yang
Tersedia

Jumlah Alat Praktik dan
Peraga Siswa yang
Tersedia

0 Paket

60 Paket

780,000,000 1,315,000,000

535.000.000

1.01.02.2.03.13

Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Jumlah Peserta Didik
PAUD yang Mengikuti
Proses Belajar

0 Peserta Didik

130,000,000 30,000,000

(100.000.000)

1.01.02.2.03.14

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD

Jumlah PAUD yang Siap
Dievaluasi dan
Melaksanakan
Rekomendasi

375 Satuan
Pendidikan

30,000,000 0

(30.000.000)

1.01.02.2.03.15

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi
Satuan PAUD

Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
yang Tersedia pada
PAUD

495 Orang

1,475,000,000 1,800,000,000

325.000.000

1.01.02.2.03.16

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pada Satuan Pendidikan PAUD

Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi

495 Orang

140,000,000 0

(140.000.000)

1.01.02.2.03.17

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Jumlah PAUD yang
Dilaksanakan
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen

375 Satuan
Pendidikan

30,000,000 306,346,600

276.346.600

1.01.02.2.03.18

Pengelolaan Dana BOP PAUD

Jumlah PAUD yang
Mengelola Dana BOP

62 Satuan
Pendidikan

0 4,735,200,000

4.735.200.000

1.01.02.2.03.27

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang
Pendidikan

Jumlah peserta
bimbingan teknis
peningkatan kapasitas
bidang pendidikan yang
dilaksanakan

330 Orang

0 150,000,000

150.000.000

1.01.02.2.04

Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1,884,700,000| 1,425,200,000

(459.500.000)

1.01.02.2.04.01

Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru
Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Gedung/Ruang
Kelas/Ruang Guru
Nonformal/Kesetaraan yang
Telah Dibangun

3 Unit

150,000,000 0

(150.000.000)

1.01.02.2.04.07

Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Mebel Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan yang
Tersedia

1 Paket

50,000,000 0

(50.000.000)

1.01.02.2.04.09

Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal /
Kesetaraan

Jumlah Perlengkapan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan yang
Tersedia

1 Paket

36,000,000 0

(36.000.000)

1.01.02.2.04.10

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Peserta Didik
Nonformal/Kesetaraan
yang Menerima Biaya
Personil Peserta Didik

1432 Peserta
Didik

1,405,200,000 0

(1.405.200.000)

1.01.02.2.04.11

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal /
Kesetaraan

Jumlah Alat Praktik dan
Peraga Siswa Nonformal/
Kesetaraan yang Tersedia

2 Paket

40,000,000 0

(40.000.000)

1.01.02.2.04.12

Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Peserta Didik
yang Mengikuti
Proses Belajar

1432 Peserta Didik

80,000,000 20,000,000

(60.000.000)

1.01.02.2.04.13

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Satuan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan Siap
Dievaluasi dan
Melaksanakan
Rekomendasi

33 Satuan
Pendidikan

40,000,000 0

(40.000.000)

1.01.02.2.04.14

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang Tersedia
bagi Satuan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

88 Orang

60,000,000 0

(60.000.000)

1.01.02.2.04.15

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan yang
Mendapatkan Fasilitasi
Kenaikan
Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi

88 Orang

23,500,000 0

(23.500.000)

1.01.02.2.04.17

Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
yang Mengelola Dana BOP

25 Satuan
Pendidikan

0 1,405,200,000

1.405.200.000

1.01.03

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

135,000,000 100,000,000

(35.000.000)




Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Plafon Anggaran

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sasaran Target Sebelum Setelah Bertambah/
Perubahan Perubahan Berkurang
1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 90,000,000 0 (90.000.000)
Jumlah Penyusun
. . .. Kurikulum Muatan Lokal
1010320104 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan | p. | jigikan Dasar yang 33 Orang 90,000,000 0|  (90.000.000)
asar Meningkat
Kompetensinya
1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak 45,000,0000 100,000,000 55.000.000
Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Jumlah Silabus Muatan
. - . Lokal Pendidikan Anak
1010320202 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia | . pini gan 1 Dokumen 45,000,000 0 (45.000.000)
Dini dan Pendidikan Nonformal -
Pendidikan Nonformal
yang Tersusun
Jumlah Buku Teks
Pelajaran Muatan Lokal
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan | Pendidikan Anak Usia
101.03.2.02.03 Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dini dan Pendidikan 200 Buku 0 50,000,000 >0.000.000
Nonformal yang
Tersedia
Jumlah model-model
pembelajaran inovatif
Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia
101.03.2.02.05 Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dini dan Pendidikan 3 Dokumen 0 50,000,000 >0.000.000
Nonformal yang
tersusun
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 54,233,000 483,330,000 429.097.000
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga
1.01.04.2.01 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan 54,233,000 483,330,000 429.097.000
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Penataan
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Pendistribusian Pendidik
1.01.04.2.01.02 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan dan Tenaga Kependidikan 2 Laporan 54,233,000 483,330,000 429.097.000
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Satuan Pendidikan Dasar,
PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1,102,090,000 1,416,871,363 314.781.363
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat
2.22.02.2.02 Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 602,090,000/ 1,386,871,363 784.781.363
Jumlah Objek Pemajuan
. . Tradisi Budaya yang
2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Dilakukan Pelindungan, 2 Objek 82,090,000 276,196,363 194.106.363
Pemajuan Tradisi Budaya
Pengembangan dan
Pemanfaatan
Jumlah Laporan
Pembi Sumber D M ia. Lemb dan P " Pembinaan Sumber
2.22.02.2.02.02 ‘embinaan sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Franata | oo Manusia, 2 Laporan 520,000,000|  1,110,675,000 590.675.000
Tradisional
Lembaga, dan Pranata
Tradisional
2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam 500,000,000 30,000,000|  (470.000.000)
Daerah Kabupaten/Kota
P di S dan P Pernbi Lemb Jumlah Sarana dan Prasarana
2.22.02.2.03.03 €nyediaan sarana dan Frasarana Fembinaan Lembaga || o rhaga Adat yang 1 Unit 500,000,000 30,000,000]  (470.000.000)
Adat S D
Disediakan/Difasilitasi
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 95,000,000 0 (95.000.000)
2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam 95,000,000 0 (95.000.000)
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Sumber Daya
Manusia Kesenian
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Tradisional yang
2.2203.2.01.01 Manusia Kesenian Tradisional Mendapat Pendidikan dan 66 Orang 95,000,000 0 (95.000.000)
Pelatihan (Ditingkatkan
Kompetensinya)
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 50,116,000 52,960,000 2.844.000
2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah 50,116,000 52,960,000 2.844.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Data
2220420103 Penmgkaﬁan Akses Masyarakat Terhadap Data dan dan Informa5|ASeJarah 2 Dokumen 50,116,000 52,960,000 844,000
Informasi Sejarah yang Dapat Diakses
Masyarakat
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR 100,000,000 200,130,000 100.130.000
BUDAYA
2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 0 79,350,000 79.350.000
Jumlah Objek Diduga
2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Cagar Budaya yang 20 Objek 0 29,420,000 29.420.000
Didaftarkan
Jumlah Objek C
2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya umiah bjek -agar 10 Objek 0 49,930,000 49.930.000
Budaya yang Ditetapkan
2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 100,000,000 120,780,000 20.780.000
lah Objek
2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar 5 Objek 100,000,000 120,780,000 20.780.000

Budaya yang Dilindungi




Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Sasaran Target

Plafon Anggaran

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

Bertambah/
Berkurang

1.02.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

106,513,746,807

99,332,273,514

(7.181.473.293)

1.02.01.2.01

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

445,315,650

100,300,400

(345.015.250)

1.02.01.2.01.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

2 Dokumen

65,353,800

27,311,400

(38.042.400)

1.02.01.2.01.02

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

1 Dokumen

228,644,000

21,434,000

(207.210.000)

1.02.01.2.01.06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

3 Laporan

73,112,700

25,000,000

(48.112.700)

1.02.01.2.01.07

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

4 Laporan

78,205,150

26,555,000

(51.650.150)

1.02.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

103,484,655,507

98,291,387,599

(5.193.267.908)

1.02.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

932 Orang/Bulan

102,034,112,507

97,453,277,599

(4.580.834.908)

1.02.01.2.02.02

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

12 Bulan

1,150,740,000

707,900,000

(442.840.000)

1.02.01.2.02.03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

336 Dokumen

48,205,000

30,000,000

(18.205.000)

1.02.01.2.02.04

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen
Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

300 Dokumen

60,479,000

30,000,000

(30.479.000)

1.02.01.2.02.05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

1 Laporan

61,340,000

25,000,000

(36.340.000)

1.02.01.2.02.06

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah Dokumen
Bahan Tanggapan
Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut
Pemeriksaan

4 Dokumen

61,240,000

23,600,000

(37.640.000)

1.02.01.2.02.08

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran

Jumlah Dokumen
Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi
Anggaran

1 Dokumen

68,539,000

21,610,000

(46.929.000)

1.02.01.2.05

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

59,360,000

50,100,000

(9.260.000)

1.02.01.2.05.03

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen
Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian

10 Dokumen

25,000,000

25.000.000

1.02.01.2.05.09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

45 Orang

20,000,000

10,000,000

(10.000.000)

1.02.01.2.05.10

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan

75 Orang

20,000,000

15,100,000

(4.900.000)

1.02.01.2.05.11

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan
Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan

75 Orang

19,360,000

(19.360.000)

1.02.01.2.06

Administrasi Umum Perangkat Daerah

248,555,005

165,911,680

(82.643.325)

1.02.01.2.06.01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

1 Paket

14,999,200

20,000,000

5.000.800

1.02.01.2.06.02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan

25 Paket

42,272,265

(42.272.265)

1.02.01.2.06.03

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan

35 Paket

9,999,900

18,200,000

8.200.100




Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Plafon Anggaran

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sasaran Target Sebelum Setelah Bertambah/
Perubahan Perubahan Berkurang
Jumlah Paket Bahan
1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Logistik Kantor yang 150 Paket 89,923,640 0 (89.923.640)
Disediakan
Jumlah Paket Barang
. Cetakan dan
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20 Paket 11,600,000 10,000,000 (1.600.000)
Penggandaan yang
Disediakan
Jumlah Laporan
1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 2500 Laporan 20,000,000 9,650,000 (10.350.000)
Tamu
Jumlah Laporan
P | Rapat
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kzgyrzii:ggjgia“ 3P 500 Laporan 59,760,000 108,061,680 48.301.680
Konsultasi SKPD
1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 50,000,000 1,985,000|  (48.015.000)
Pemerintah Daerah
1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 15 Unit 30,000,000 0|  (30.000.000)
Disediakan
Jumlah Unit Sarana dan
102.012.07.10 Pengadaa'n Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Prasarana Gedung Kantor 5 Unit 20,000,000 1,985,000 (18.015.000)
Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan
P di J Py j U P intah
10201208 |~ SnYeciaan fasaTenunjang Trusan Femerintahan 2,083,160,693| 691,627,835 (1.391.532.858)
Jumlah Laporan
1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat 2000 Laporan 357,284,330 24,999,370 (332.284.960)
Menyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Komunikasi, Sumber 12 Laporan 135,000,000 284,490,245 149.490.245
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan 12 Laporan 11,000,000 15,000,000 4.000.000
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Laporan
P di J
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor enyediaan -asa 12 Laporan |  1,579,876,363 367,138,220 (1.212.738.143)
Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 142,699,952 30,961,000 (111.738.952)
Pemerintahan Daerah
Jumlah Kendaraan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perorangan Dinas atau
1.02.01.2.09.01  [Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan 12 Unit 75,999,953 20,025,000 (55.974.953)
Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
Jumlah Kendaraan Dinas
. . . . . Operasional atau
1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak || ;o o vang Dipelihara 15 Unit 41,700,000 0 (41.700.000)
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ; -
dan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Sarana dan Prasarana
102.012.09.10 Pemel|haraan/Rehab|I!ta5| Sarana dan Prasarana Gedung ngung Kantor atau Bangunan 1 Unit 12,499,999 0 (12.499.999)
Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana
102.012.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasgrana Pendukung Gedur?g Kantor 1 Unit 12,500,000 10,936,000 (1.564.000)
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 42,587,131,130| 47,114,928,702| 4.527.797.572
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.01 dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 19,762,475,910| 25,505,314,221 5.742.838.311
Jumlah Fasilitas Kesehatan
Lainnya yang Ditingkatkan
1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sarana, Prasarana, Alat 1 Unit 1,242,345,000 1,434,781,236 192.436.236
Kesehatan dan SDM agar
Sesuai Standar
Jumlah Sarana, Prasarana
dan Alat Kesehatan yang
1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Telah Dilakukan Rehabilitasi 5 Unit 0 2,256,142,312 2.256.142.312
dan Pemeliharaan Oleh
Puskesmas
Jumlah Sarana , Prasarana
dan Alat Kesehatan yang
1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Telah Dilakukan Rehabilitasi 2 Unit 0 1,564,842,400 1.564.842.400
dan Pemeliharaan oleh
Fasilitas Kesehatan Lainnya
. Jumlah Prasarana Fasilitas
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan | b\ o121 kecehatan yang 3 Unit 115,500,000 115,500,000 0

Kesehatan

Disediakan
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Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
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Plafon Anggaran

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

Bertambah/
Berkurang

1.02.02.2.01.14

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Jumlah Alat Kesehatan/Alat

Penunjang Medik Fasilitas

Pelayanan Kesehatan yang

Disediakan

5 Unit

6,697,266,810

12,280,251,273

5.582.984.463

1.02.02.2.01.15

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

Jumlah Penyediaan dan
Pemeliharaan Alat Uji dan
Kalibrasi Pada Unit
Pemeliharaan Fasilitas

4 Unit

Kesehatan Regional/Regional

Maintainance Center

52,518,500

20,000,000

(32.518.500)

1.02.02.2.01.16

Pengadaan Obat, Vaksin

Jumlah Obat dan Vaksin
yang Disediakan

2 Paket

3,087,119,000

3,075,596,000

(11.523.000)

1.02.02.2.01.17

Pengadaan Bahan Habis Pakai

Jumlah Bahan Habis Pakai

yang Disediakan

1 Paket

8,349,905,600

4,575,380,000

(3.774.525.600)

1.02.02.2.01.20

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Alat Kesehatan/Alat

Penunjang Medik Fasilitas
Layanan Kesehatan yang

Terpelihara Sesuai Standar

25 Unit

60,000,000

25,000,000

(35.000.000)

1.02.02.2.01.21

Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis
Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta
Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jumlah Distribusi Alat
Kesehatan, Obat, Vaksin,
Bahan Medis Habis Pakai
(BMHP), Makanan dan
Minuman yang
Didistribusikan ke
Puskesmas serta Fasilitas
Kesehatan Lainnya

25 Paket

157,821,000

157,821,000

1.02.02.2.02

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

22,168,227,430

21,201,047,690

(967.179.740)

1.02.02.2.02.01

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

8220 Orang

5,156,211,430

125,655,000

(5.030.556.430)

1.02.02.2.02.02

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Jumlah Ibu Bersalin
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

7847 Orang

94,006,000

31,500,000

(62.506.000)

1.02.02.2.02.03

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Jumlah Bayi Baru Lahir
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

6913 Orang

89,358,000

29,000,000

(60.358.000)

1.02.02.2.02.04

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Jumlah Balita yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

29809 Orang

69,720,000

14,222,500

(55.497.500)

1.02.02.2.02.05

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan
Dasar

Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

76631 Orang

79,430,000

20,000,000

(59.430.000)

1.02.02.2.02.06

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Jumlah Penduduk
Usia Produktif yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

245753 Orang

77,360,000

24,000,000

(53.360.000)

1.02.02.2.02.07

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Jumlah Penduduk Usia
Lanjut yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

57026 Orang

85,720,000

24,000,480

(61.719.520)

1.02.02.2.02.08

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Jumlah Penderita
Hipertensi yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

66611 Orang

35,020,000

27,500,000

(7.520.000)

1.02.02.2.02.09

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes
Melitus

Jumlah Penderita
Diabetes Melitus yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

5147 Orang

39,405,000

410,084,000

370.679.000

1.02.02.2.02.10

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat

Jumlah Orang yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan Gangguan Jiwa
Berat Sesuai Standar

890 Orang

16,205,250

10,000,000

(6.205.250)

1.02.02.2.02.11

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis

Jumlah Orang Terduga
Menderita
Tuberkulosis yang
Mendapatkan
Pelayanan Sesuai
Standar

15590 Orang

62,469,000

2,617,500,000

2.555.031.000

1.02.02.2.02.12

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko
Terinfeksi HIV

Jumlah Orang Terduga
Menderita HIV yang
Mendapatkan
Pelayanan Sesuai
Standar

9312 Orang

58,895,250

200,500,000

141.604.750




Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Sasaran

Target

Plafon Anggaran

Setelah
Perubahan

Sebelum
Perubahan

Bertambah/
Berkurang

1.02.02.2.02.13

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk pada Kondisi
Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar

1 Dokumen

56,733,000 28,500,000

(28.233.000)

1.02.02.2.02.14

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk Terdampak
Krisis Kesehatan Akibat
Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana
Sesuai Standar

1 Dokumen

37,350,080 20,000,000

(17.350.080)

1.02.02.2.02.15

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat

1 Dokumen

475,000,000 480,688,000

5.688.000

1.02.02.2.02.16

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

1 Dokumen

56,500,000 90,800,000

34.300.000

1.02.02.2.02.17

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan

1 Dokumen

541,184,200 524,000,000

(17.184.200)

1.02.02.2.02.18

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Promosi Kesehatan

1 Dokumen

469,150,000 165,850,000

(303.300.000)

1.02.02.2.02.19

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur,
Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Tradisional,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional
Lainnya

1 Dokumen

21,478,250 64,281,250

42.803.000

1.02.02.2.02.20

Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Surveilans Kesehatan
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Surveilans Kesehatan

0 Dokumen

25 Dokumen

418,905,000 218,100,000

(200.805.000)

1.02.02.2.02.21

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah
Kesehatan Jiwa (ODMK)

Jumlah Orang dengan
Masalah Kejiwaan (ODMK)
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan

6 Orang

43,590,000 107,520,000

63.930.000

1.02.02.2.02.22

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Jumlah Penyalahguna
NAPZA yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan

6 Orang

45,009,820 25,000,000

(20.009.820)

1.02.02.2.02.23

Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Khusus

5 Dokumen

50,000,000 0

(50.000.000)

1.02.02.2.02.25

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Jumlah Dokumen Hasil
Pelayanan Kesehatan
Penyakit Menular dan
Tidak Menular

2 Dokumen

827,640,000 419,720,000

(407.920.000)

1.02.02.2.02.26

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat

2 Dokumen

12,415,745,000{ 14,601,108,160

2.185.363.160

1.02.02.2.02.27

Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan
Sekolah

Jumlah Orang yang
Menerima Layanan Deteksi
Dini Penyalahgunaan
NAPZA di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes) dan Sekolah

5 Orang

32,127,000 20,000,000

(12.127.000)

1.02.02.2.02.28

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional

Jumlah Spesimen Penyakit
Potensial Kejadian Luar
Biasa (KLB) ke Laboratorium
Rujukan/Nasional yang
Didistribusikan

Jumlah Spesimen Penyakit
Potensial Kejadian Luar
Biasa (KLB) ke Laboratorium
Rujukan/Nasional yang
Didistribusikan

0 Paket

5 Paket

38,780,000 25,000,000

(13.780.000)

1.02.02.2.02.29

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat

2 Dokumen

55,500,000 29,500,000

(26.000.000)

1.02.02.2.02.34

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jumlah Dokumen
Operasional Pelayanan
Fasilitas Kesehatan
Lainnya

3 Dokumen

544,123,150 120,215,800

(423.907.350)

1.02.02.2.02.35

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/Kota

Jumlah Fasilitas Kesehatan
yang Terakreditasi di
Kabupaten/Kota

10 Unit

113,170,000 631,802,500

518.632.500




Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Plafon Anggaran

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sasaran Target Sebelum Setelah Bertambah/
Perubahan Perubahan Berkurang
Jumlah Laporan Hasil
Investigasi Awal
- - ) . . Kejadian Tidak
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Diharapkan (Kejadian 5 Laporan 38,760,000 70,000,000 31.240.000
lkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) .
Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat
Massal)
Jumlah Dokumen Hasil
- Pelaksanaan
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah - 2 Dokumen 23,682,000 25,000,000 1.318.000
Kewaspadaan Dini dan
Respon Wabah
P | i Inf i Keseh
1.02.02.2.03 enyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara 234,578,840| 139,541,491  (95.037.349)
Terintegrasi
Jumlah Dokumen Hasil
1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Pengelolaan Data dan 1 Dokumen 70,000,000 68,998,000 (1.002.000)
Informasi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pengelolaan Sistem 5 Dokumen 69,999,935 70,224,900 224.965
Informasi Kesehatan
Jumlah Alat/Perangkat
102.02.2.03.03 APengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan | Sistem Informasi ‘ 25 Unit 94,578,905 318,591 (94.260.314)
Jaringan Internet Kesehatan dan Jaringan
Internet yang Disediakan
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas
1.02.02.2.04 Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 421,848,950 269,025.300)  (152.823.650)
Jumlah Rumah Sakit Kelas
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut C, D dan Fasilitas Pelayanan
1.02.02.2.04.01 Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Kesehatan yang 1 Unit 44,028,750 10,000,000 (34.028.750)
Pelayanan Kesehatan Lainnya Dikendalikan, Diawasi dan
Ditindaklanjuti Perizinannya
Jumlah Rumah Sakit dan
Fasilitas Pelayanan
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah .
102.02.2.04.02 Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang T Unit 43:806.250 9,606,300 (34199.950)
Melakukan Peningkatan Tata
Kelola Sesuai Standar
Jumlah Fasilitas Kesehatan
yang Dilakukan
1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Pengukuran Indikator 25 Unit 293,032,200 220,919,000 (72.113.200)
Nasional Mutu (INM)
Pelayanan kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Penvi P dan Pelak Pel Penyiapan Perumusan
1.02.02.2.04.04 enylapan Ferumusan dan Felaksanaan Felayanan dan Pelaksanaan 2 Dokumen 40,981,750 28,500,000 (12.481.750)
Kesehatan Rujukan
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
1.02.03 MANUSIA KESEHATAN 218,109,300| 2,302,775,800| 2.084.666.500
Pemberian Izin Praktik T Kesehatan di Wilayah
1.02.03.2.01 emberian 1zin Fralctiic lenaga Kesehatan di Wilaya 74,782,600 31,547,300  (43.234.800)
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Hasil P li
1.02.03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan asil Pengendalian 850 Dokumen 40,570,000 15,861,200 (24.708.800)
Perizinan Praktik
Tenaga Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pembinaan dan
. Pengawasan Tenaga
1020320102 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Kesehatan serta 75 Dokumen 34,212,600 15,686,600 (18.526.000)
Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan ) .
Tindak Lanjut
Perizinan Praktik
Tenaga Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber
1.02.03.2.02 Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah 101,487,300 910,319,000 808.831.700
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil
Perencanaan dan
P Distribusi P D Distribusi
102.03.2.02.01 erencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya | Distribusi serta 1 Dokumen 29,239,300 15,919,000 (13.320.300)
Manusia Kesehatan Pemerataan Sumber
Daya Manusia
Kesehatan
Jumlah Sumber Daya
Manusia Kesehatan yang
Memenuhi Standar di 0 Orang
Fasilitas Pelayanan
i Kesehatan (Fasyankes
102.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Fasy ) 37,946,100 843,000,000 805.053.900
Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya
Manusia Kesehatan yang
Memenuhi Standar di 10 Orang
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Fasyankes)
Jumlah Dokumen Hasil
. . Pembinaan dan
1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber 1 Dokumen 34,301,900 51,400,000 17.098.100

Kesehatan

Daya Manusia
Kesehatan




Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Tahun Anggaran 2023

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sasaran Target Sebelum Setelah Bertambah/
Perubahan Perubahan Berkurang
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi
1.02.03.2.03 Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 41,839,400 1,360,909,000 1.319.069.600
Kabupaten/Kota
Jumlah Sumber Daya
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis _ll\_/iI:glt(J;aDI;eesrz:atan
1.02.03.2.03.01  [Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 35 Orang 41,839,400 1,360,909,000 1.319.069.600
Kabupaten/Kota K:‘at?upaten/Kota yang
Ditingkatkan Mutu dan
Kompetensinya
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN
1.02.04 MAKANAN MINUMAN 450,328,000 402,195,500 (48.132.500)
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan
1.02.04.2.01 dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 138,088,000 115,804,000 (22.284.000)
Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian dan
Pengawasan serta
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut ;:ennd;akwLaas?:tPerizinan
1.02.04.2.01.01 Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Apotek, Toko Obat 2 Dokumen 35,828,000 17,107,000 (18.721.000)
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) ! !
Toko Alat Kesehatan,
dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
Jumlah Apotek, Toko
Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT) yang
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Dikendalikan dan
1.02.04.2.01.02 |Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Diawasi dalam rangka 35 Sarana 102,260,000 98,697,000 (3.563.000)
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Penerbitan dan Tindak
Lanjut Penerbitan Izin
Apotek, Toko Obat, Toko
Alat Kesehatan, dan
Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMQT)
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk
1.02.04.2.03 Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat 116,350,000 116,350,000 0
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian dan
Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Produksi Pangan
1.02.04.2.03.01 Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk | Industri Rumah Tangga 3 Dokumen 116,350,000 116,350,000 0
Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh dan Nomor P-IRT
Industri Rumah Tangga sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat
1.02.04.2.04 Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah 35,790,000 14,906,500 (20.883.500)
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian dan
Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut :enggwasar? Pepe.rbltan
. . IR o ertifikat Laik Higiene
1020420401 |Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat | . oo i rarmpat 20 Dokumen 35,790,000 14,906,500 (20.883.500)
Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah
o Pengelolaan Makanan
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (TPM) antara lain Jasa
Boga, Rumah
Makan/Restoran dan
Depot Air Minum
(DAM)
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post
1.02.04.2.06 Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman 160,100,000 155,135,000 (4.965.000)
Industri Rumah Tangga
Jumlah Produk dan Sarana
Produksi Makanan-
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman | Minuman Industri Rumah
1.02.04.2.06.01 Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta | Tangga Beredar yang 2 Unit 160,100,000 155,135,000 (4.965.000)
Tindak Lanjut Pengawasan Dilakukan Pemeriksaan
Post Market dalam rangka
Tindak Lanjut Pengawasan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
1.02.05 KESEHATAN 668,096,660 718,855,000 50.758.340
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran
1.02.05.2.01 serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah 543,162,060 111,355,000 (431.807.060)
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
. . . Promosi Kesehatan,
1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Advokasi, Kemitraan 3 Dokumen 543,162,060 111,355,000  (431.807.060)

Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemberdayaan
Masyarakat




Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Tahun Anggaran 2023

Kode

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Sasaran

Plafon Anggaran

Target Sebelum Setelah Bertambah/
Perubahan Perubahan Berkurang
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif
1.02.05.2.02 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 109,944,600 0| (109.944.600)
Jumlah Dokumen Hasil
. . Penyelenggaraan
1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup | p 11 i Kesehatan dan 3 Dokumen 109,944,600 0  (109.944.600)
Bersih dan Sehat . -
Gerakan Hidup Bersih
dan Sehat
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan
1.02.05.2.03 Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 14,990,000 607,500,000 592.510.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
S . . Hasil Bimbingan
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Teknis dan Supervisi
1.02.05.2.03.01 Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat P 25 Dokumen 14,990,000 607,500,000 592.510.000

(UKBM)

Upaya Kesehatan
Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)




Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD Puskesmas Sungai Geringging

Kode

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Sasaran Target

Plafon Anggaran

Setelah
Perubahan

Sebelum
Perubahan

Bertambah/
Berkurang

1.02.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

685,000,000 685,000,000

1.02.01.2.10

Peningkatan Pelayanan BLUD

685,000,000 685,000,000

1.02.01.2.10.01

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Jumlah BLUD yang
Menyediakan
Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan

1 Dokumen

685,000,000 685,000,000

1.02.02

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1,209,296,000| 1,273,178,450

63.882.450

1.02.02.2.01

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

0 8,278,000

8.278.000

1.02.02.2.01.15

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

Jumlah Penyediaan dan
Pemeliharaan Alat Uji dan
Kalibrasi Pada Unit
Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan
Regional/Regional
Maintainance Center

12 Unit

0 8,278,000

8.278.000

1.02.02.2.02

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1,209,296,000| 1,264,900,450

55.604.450

1.02.02.2.02.01

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

0 Orang

61,125,000 111,167,000

50.042.000

1.02.02.2.02.02

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Jumlah Ibu Bersalin yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

0 Orang

41,580,000 0

(41.580.000)

1.02.02.2.02.03

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Jumlah Bayi Baru Lahir
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

0 Orang

44,880,000 0

(44.880.000)

1.02.02.2.02.04

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Jumlah Balita yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

0 Orang

103,080,000 102,220,000

(860.000)

1.02.02.2.02.05

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan
Dasar

Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

0 Orang

62,160,000 47,520,000

(14.640.000)

1.02.02.2.02.06

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Jumlah Bayi Baru Lahir
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

0 Orang

0 Orang

49,020,000 44,340,000

(4.680.000)

1.02.02.2.02.07

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Jumlah Penduduk Usia
Lanjut yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

0 Orang

0 Orang

51,360,000 16,560,000

(34.800.000)

1.02.02.2.02.08

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Jumlah Penderita
Hipertensi yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

0 Orang

21,600,000 0

(21.600.000)

1.02.02.2.02.09

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes
Melitus

Jumlah Penderita Diabetes
Melitus yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

0 Orang

11,520,000 0

(11.520.000)

1.02.02.2.02.11

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis

Jumlah Orang Terduga
Menderita Tuberkulosis
yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar

0 Orang

37,600,000 22,200,000

(15.400.000)

1.02.02.2.02.12

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko
Terinfeksi HIV

Jumlah Orang Terduga
Menderita HIV yang
Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar

12 Orang

0 3,600,000

3.600.000

1.02.02.2.02.15

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat

0 Dokumen

217,369,000 251,149,000

33.780.000

1.02.02.2.02.16

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

0 Dokumen

14,640,000 6,000,000

(8.640.000)

1.02.02.2.02.17

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan

0 Dokumen

44,100,000 17,280,000

(26.820.000)

1.02.02.2.02.18

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Promosi Kesehatan

0 Dokumen

29,932,000 29,950,000

18.000




Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD Puskesmas Sungai Geringging

Plafon Anggaran

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sasaran Target Sebelum Setelah Bertambah/
Perubahan Perubahan Berkurang
Jumlah Dokumen
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Hasil Pengelolaan 12 Dokumen 0 22,440,000 22.440.000
Surveilans Kesehatan
Jumlah Penyalahguna
. NAPZA yang
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 Orang 4,800,000 4,800,000 0
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pel Keseh
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | 2yanan Kesehatan 0 Dokumen 70,360,000 140,340,000 69.980.000
Penyakit Menular dan
Tidak Menular
Jumlah Spesimen Penyakit
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Potensial Kejadian Luar
1.02.02.2.02.28 gambtian ¢ ngiriman Spes| yaK ¥ | Biasa (KLB) ke Laboratorium 0 Paket 7,200,000 7,200,000 0
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional . .
Rujukan/Nasional yang
Didistribusikan
Jumlah Dokumen
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan 1 Dokumen 325,930,000 416,894,450 90.964.450
Puskesmas
Jumlah Laporan Hasil
Investigasi Awal
- - ) . S Kejadian Tidak
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Diharapkan (Kejadian 0 Laporan 11,040,000 11,040,000 0
lkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) B
Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat
Massal)
Jumlah orang yang
1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria mendapatkan pelayanan 12 Orang 0 10,200,000 10.200.000
kesehatan malaria
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
1.02.05 KESEHATAN 0 32,360,000 32.360.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan
1.02.05.2.03 Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 0 32,360,000 32.360.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Lo . . Hasil Bimbingan
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Teknis dan Supervisi
1.02.05.2.03.01 Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat P 12 Dokumen 0 32,360,000 32.360.000

(UKBM)

Upaya Kesehatan
Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)




Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Puskesmas Koto Bangko

Kode

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Sasaran

Target

Plafon Anggaran

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

Bertambah/
Berkurang

1.02.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

495,000,000

495,000,000

1.02.01.2.10

Peningkatan Pelayanan BLUD

495,000,000

495,000,000

1.02.01.2.10.01

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Jumlah BLUD yang
Menyediakan Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan

1 Unit Kerja

495,000,000

495,000,000

1.02.02

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

755,555,000

814,691,700

59.136.700

1.02.02.2.01

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

7,503,000

7.503.000

1.02.02.2.01.15

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

Jumlah Penyediaan dan
Pemeliharaan Alat Uji dan
Kalibrasi Pada Unit
Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan
Regional/Regional
Maintainance Center

17 Unit

7,503,000

7.503.000

1.02.02.2.02

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

755,555,000

807,188,700

51.633.700

1.02.02.2.02.01

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

0 Orang

56,490,000

49,360,000

(7.130.000)

1.02.02.2.02.03

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Jumlah Bayi Baru Lahir
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

Jumlah Ibu Bersalin yang

Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

0 Orang

0 Orang

19,480,000

(19.480.000)

1.02.02.2.02.04

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Jumlah Balita yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

0 Orang

60,480,000

33,600,000

(26.880.000)

1.02.02.2.02.05

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan
Dasar

Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

0 Orang

20,760,000

12,000,000

(8.760.000)

1.02.02.2.02.06

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Jumlah Penduduk Usia
Produktif yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

0 Orang

66,060,000

56,760,000

(9.300.000)

1.02.02.2.02.07

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Jumlah Penduduk Usia
Lanjut yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

0 Orang

7,900,000

7.900.000

1.02.02.2.02.10

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat

Jumlah Orang yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat
Sesuai Standar

0 Orang

2,160,000

2.160.000

1.02.02.2.02.13

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk pada Kondisi
Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar

0 Dokumen

2,160,000

2,000,000

(160.000)

1.02.02.2.02.14

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk Terdampak
Krisis Kesehatan Akibat
Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana
Sesuai Standar

0 Dokumen

4,200,000

4.200.000

1.02.02.2.02.15

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat

0 Dokumen

135,090,000

149,315,000

14.225.000

1.02.02.2.02.16

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

0 Dokumen

240,000

720,000

480.000

1.02.02.2.02.17

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan

0 Dokumen

18,480,000

11,880,000

(6.600.000)

1.02.02.2.02.20

Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Surveilans
Kesehatan

0 Dokumen

6,600,000

6.600.000

1.02.02.2.02.22

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Jumlah Penyalahguna
NAPZA yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan

0 Orang

3,180,000

(3.180.000)

1.02.02.2.02.25

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Jumlah Dokumen Hasil
Pelayanan Kesehatan
Penyakit Menular dan
Tidak Menular

0 Dokumen

149,280,000

162,645,000

13.365.000




Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Puskesmas Koto Bangko

Plafon Anggaran

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sasaran Target Sebelum Setelah Bertambah/
Perubahan Perubahan Berkurang
Jumlah Dokumen
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan 1 Dokumen 208,885,000 286,928,700 78.043.700
Puskesmas
Jumlah Laporan Hasil
Investigasi Awal
- - ) . o Kejadian Tidak
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Diharapkan (Kejadian 0 Laporan 0 2,400,000 2.400.000
lkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) L
Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat
Massal)
Jumlah orang dengan
102.02.2.02.40 Pengelglaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang 0 Orang 14,970,000 18,000,000 3,030,000
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
Jumlah orang yang
1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria mendapatkan pelayanan 85 Orang 0 720,000 720.000
kesehatan malaria
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
1.02.05 KESEHATA